Menimbang

Mengingat

TENTANG

TUGAS POKOK

. FUNGS| paN RINC|
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA gﬁgggAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] BANDUNG BARAT,

a. bahwa den

gan berlakunya p
2008 tenta ya Feraturan Daerah Nomor g Tahun

Ng Pembentukan dan Susuna isasi Di
Daerah, perly mengatur tug 0. Organisasi Dinas

: _ as pokok, f [ inci
Dinas Cipta Karya dan Tata; P Wnaslidan rieian: tuges

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844,

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4688)

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun

2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
Nomor 7);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun

2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2008 Nomor 9),
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Menetapkan

Dalam PeratUran ini

s
2,

3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

18.

MEMUTUSKAN :

PE
RlNRéEI“;H'?FAN BUPATI TENTANG TuGAS POKOK, FUNGSI DAN
UGAS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

yYang dimaksud dengan :

Daerat.w adalah Kabupaten Bandung Barat.

E:;Tfrr;:r?:egierah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
9gara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

g:irg;ataris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

Dinas Daerah adalah Dinas Cipta K
arya dan T
Kabupaten Bandung Barat. P i ata Ruang

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sekretariat adalah Sgkretariat sebagaimana tergambar dalam
Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Bandung Barat.

Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan
Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Subbagian adalah Subbagian sebagaimana tergambar dalam
Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan
Struktur Organisasi Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretarigt
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Kecamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas pokok dan fungsi dinas daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang . _setanjptn)(a
disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam
pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rgngka lebih
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan xang lebih hgrdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun

secara berkala. | 5 i
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan aerah  yang
selznjutnya disingkat LPPD  adalah laporan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun
anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
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18. Laporan

Tl

(1)

(1)

(2)

Keterangan Penanggungjawaban, yang selanjutnya

disingkat Lkp adalah laporan yang berupa informasi

gigézlf nggf raan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun
an atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati
kepada DPRD J Al P

Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan
N kewajiban pemerintah Kabupaten Bandung
ur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
annya dalam rangka melindungi, melayani,
an mensejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintah
yang menjadi hak da
Barat untyk mengat
Menjadi kewenang
memberdayakan d

BAB ||
TUGAS POKOK, FUNGS] DAN RINCIAN TUGAS

' ~ Bagian Kesaty
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 2

Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok

n_weiaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang
Ciptakarya dan Penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

8. perumusan kebijakan teknis bidang ciptakarya dan penataan
ruang;

b.  penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang ciptakarya dan penataan ruang;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ciptakarya dan
penataan ruang yang meliputi  perumahan, prasarana
lingkungan permukiman, tata ruang, penataan dan
pengendalian bangunan;

d.  pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan
penyusunan program, pengendalian dan pengi_tqordmgsmn
pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan
teknis di bidang cipta karya dan tata ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas pQKOK sebagaimana dimaksug

ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsn| : . |

a. perumusan dan penetapan kebijakan ;eknls di  bidang

1 perumahan, prasarana ‘Iingkungan pemukiman, tata ruang.
penataan dan pengendalian bangunan; iy

b. perencanaan dan penyusunan program di bidang G e
prasarana lingkungan pemukiman, tata fuang, penataan dar
pengendalian bangunan;
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c

(3) Kepala Dinas mempun
a.

pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan
It‘ekms dan program kerja di bidang perumahan, prasarana
Ingkungan Pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian
bangunan;dan

Pembinaan administrasi dan teknis di bidang perumahan,

Prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan
Pengendalian bangunan,

yai rincian tugas sebagai berikut

menyelenggarakan Perumusan dan penetapan kebijakan teknis

inas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat:

men‘!eleng_garakan penetapan rencana program kerja di bidang
kesekretanatan. perumahan, prasarana lingkungan pemukiman,

tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan
kelompok Jabatan fungsional:

menyelenggarakan pengendalian dan  pengkoordinasian
pelaksanaan kebijakan teknis dan Program kerja di bidang
kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan pemukiman,
tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan
kelompok jabatan fungsional:

menyelenggarakan fasilitasi yang  berkaitan  dengan
Penyelenggaraan pProgram  di  bidang kesekretariatan,
perumahan, prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang,
Penataan dan pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok
jabatan fungsional:

menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan
rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan
kebijakan umum di bidang kesekretariatan, perumahan,
prasarana lingkungan pemukiman. tata ruang, penataan dan
pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok jabatan
fungsional;

menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah,
swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan Dinas:

menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis,
pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD,
LKPJ Dinas yang meliputi bidang kesekretariatan, perumahan,
prasarana lingkungan pemukiman, tata ruang, penataan dan
pengendalian bangunan, UPTD dan kelompok jabatan
fungsional;

menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan:

menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengeqdalian, dan
pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja ‘dan tugas
di bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan
pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan,
UPTD dan kelompok jabatan fungsional:

menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di
bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan
pemukiman, tata ruang, penataan dan pengendalian bangunan,
UPTD dan kelompok jabatan fungsional: dan

menyelenggarakan tugas lain sesuaj dengan tugas pokok dan
fungsi.
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(1)

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai ty
bahan Perumusan kebijaka
bimbingan teknis d
kesekretariatan.

gas pokok melaksanakan pengkajian
N teknis, rencana program kerja, bahan
an pengendalian administrasi teknis di bidang

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi -

a. pengkajian bahan Perumusan kebijakan teknis di bidang
penyusunan Program, keuangan, kepegawaian dan umum:

Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan
program, keuangan, kepegawaian dan umum:

C. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan
program, keuangan, kepegawaian dan umum: dan

d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan
program, keuangan, kepegawaian dan umum.
Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di

bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan
umum;

b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan
umum;

C. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis
Dinas;

d. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang
penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran,;
melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;

melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;

j. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-
undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat:

k. melaksanakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan:

| melaksanakan  pengkajian bahan pembinaan jabatan
fungsional,

m. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis,
LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan,;

o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

p. melaksanakan ketatausahaan sekretariat;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
kesekretariatan; dan

r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

T@ =~ o
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(4)

(1)

(2)

(3)

anrmtmlnl lereir|
n

§)

: ning
:;ulat.mgmn Ponyusunan Program
Subbnginn Km.mnuan; dmn

€. Subbaginn Kopogawalan dan Umum

S Pasal 5

ubbagle

molu;‘f;::gkagonyuaunnn program mempunyal tugas pokok
kebljakan dg penyusunan dan analisis data bahan perumusan

N rencana program kor|
tu )& sorta pelakeanaan urusan
0as operasional dan administratif di bidang penyusunan program,

Eyﬂﬁl‘?la mStalaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
). Subbaglan Penyusunan Program mempunyai fungsi -

a, panyuslunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
) rancana program kerja di bidang penyusunan program; dan
~ Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang penyusunan program,

S:ﬁf:tqian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
Penyusunan Program:

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang penyusunan program:;

¢. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan di bidang penyusunan program Dinas:

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
penyusunan rencana program kerja Dinas;

@. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan
sistem informasi Dinas;

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas,;

g. melaksanakan koordinasi pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintah di bidang penyusunan program;

h., melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan
program,

i melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang

penyusunan program,

k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;

| melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program

kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melgksanakan
penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas
operasional dan administratif di bidang keuangan,
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(2)

Dalam
ayat (1)mse Iiksar?aka” tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
' SUbbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. pen o
Penyusunan gan analisis data bahan perumusan kebijakan dan

re ia o
. Ncana program kerja di bidang keuangan: dan
: peiaksanaan

S urusan i i ini i
di bi dang key tugas operasional teknis dan administratif

Ty angan,
i ;

agian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Melaksanaka

N pen : g
Keuangan; Penyusunan rencana program kerja Subbagian

b.
”?e’_aksanakan P€nyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang keuangan:

melaksanakan pen

kebijakan gj bidang Keuangan Dinas:

o} melaksanakan PeNyusunan dan analisis data bahan dan
Penyiapan anggaran Dinas:

€ melaksanakan

Pengadministragi

yusunan dan analisis data bahan perumusan

Penyusunan dan analisis data bahan
an dan pembukuan keuangan Dinas:

f. melaksanakan Penyusunan pembuatan daftar gaji dan
tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

9. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

h. melaksanakan Penyusunan bahan pembinaan administrasi
keuangan:

melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
J. melaksanakan verifikasi keuangan:

K. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan
penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan:

melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;

m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan siaf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan:
n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;

p. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang
keuangan;

q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan:

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
kerja dan tugas di bidang keuangan; dan

s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Kepegawaian dan Umum‘mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan
tugas operasional dan administratif di bidang kepegawaian dan
umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan analisis_ data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja bidang kepegawaian dan umum; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
‘ bidang kepegawaian dan umum.
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(3) SUbba ia
n : -
SE-‘bé\gagi beriliffﬁegawa'a" dan Umum mempunyai rincian tugas

da.

s PeNnyusunan rencana pr i bagian
KeF’eQawalan dan Umum: program kerja Subbag

: kan penyusunan dan isi inasi
g analisis data bahan koordinasi
di bidang kepegawaian dan umum:

melaksanakan ol
3 Penyusunan
kebijakan g big yusunan dan analisis data bahan perumusan

el ang kepegawaian dan umum;
a

Sanakan Penyusunan dan pengolahan data kepegawaian:
Melaksanakan

: Penyusunan dan analisis data bahan
%?:;r;gkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan

nelaksanakan penyu . .
isinli sunan dan anal h
disiplin pegawar. Y analisis data bahan pembinaan

melaksanakan pen A o
o yusunan bahan fasilitasi penilaian angka
kredit jabatan fungsional: P .

melaksanakan Pényusunan dan analisis data bahan
Pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
melaksanqkan Penyusunan dan analisis data bahan pembinaan
kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas:

melaksanakan_ penyusunan  bahan  rancangan  dan
Pendokumentasian peraturan perundang-undangan:

melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
Surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan
perpustakaan;

melaksanakan urusan ke

protokolan dan penyiapan rapat-rapat
Dinas;

. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi

perjalanar Dinas pegawai:

melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan
pendokumentasian;

melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan
lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban,
keindahan dan keamanan kantor:

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan
fungsional;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

melaksanakan tugas operasional dan fasilitasi teknis dan
administratif pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan
umum;

melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang
kepegawaian dan umum;

melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian
dan umum;

melaksanakan monitoring, evalua;i dan pelaporan program
kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
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(3)

Pengkajian bah
kerja, bahg

Bagian Keempat
Bidang Perumahan

Pasal 8
tugas pokok melaksanakan

. bEfﬂ Perumusan _kebfjakan teknis, rencana program
Imbingan teknis dan pengendalian administrasi

teknis bidang Perumahan.

Dalanj melaksanakan
(1), Bidang Perumahan
a

tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat

e mempunyai fungsi:

FFll)t'-zmgbaa“&'” bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

Fonil ngunan dan pembinaan perumahan, pengembangan
las umum dan pengembangan kawasan;

Dgngbkajian bahan rencana program kerjia di bidang

f ”|" angunan dan pembinaan perumahan, pengembangan
asi [tas”urnum dan pengembangan kawasan:

cS?t--‘lﬁgkajl«':lrj bahan bimbingan teknis di bidang pembangunan
an pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum dan

pengembangan kawasan: dan

pengendalian administrasi dan teknis di bidang pembangunan

dan pembinaan Perumahan, pengembangan fasilitas umum dan
pengembangan kawasan.

Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

n'-lelaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di
bidang pembangunan  dan pembinaan  perumahan,
pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan:
melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di
bidang  pembangunan dan  pembinaan  perumahan,
pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;
melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang
pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan
fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;

melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang
pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan
fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;

melaksanakan  pengendalian  administrasi dan  teknis
pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang
pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan
fasilitas umum, dan pengembangan kawasan;,

melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang
pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan
fasilitas umum, dan pengembangan kawasan,

melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan
dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum,

dan pengembangan kawasan, | | |
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
akan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di

E?gfnkgsan pembangunan  dan  pembinaan  perumahan,
pengembangan fasilitas umum, dan pengembangan kgwagan;
melaksanakan pengendalian  ketatausahaan di  bidang
embangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan
?asilitas umum dan pengembangan kawasan,

126




(1)

©)

k. meiaksanakan

monitorin i
Pelaksanaan prog 9. evaluasi dan pelaporan

dan pembinaan ram kerja dan tugas di bidang pembangunan
Perumahan, pen i
Pengembangan kawasan: darr;\ gembangan fasilitas umum dan

I melaksanak : .
fungsinya, 8N lugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

Bidang Perumahan terdiri atas -

Z, SéekSi- Pembangunan dan Pembinaan Perumahan:
. BkS.I Pengembangan Fasilitas Umum; dan
C. Seks;j Pengembangan Kawasan.

Pasal 9

;Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan mempunyai
ugas pokok melalksanakan penyusunan dan analisis data bahan
Perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta

pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang
Pembangunan dan pembinaan perumahan.

Dalam meiaksan.akan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan
mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program Kerja di bidang pembangunan dan pembinaan
perumahan; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan.

Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang
pembangunan dan pembinaan rumah;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;

c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang pembangunan dan pembinaan rumah;

d melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Rencana

j P) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJ _Ren
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang
perumahan;

isis data bahan perumusan
laksanakan penyusunan dan analisis da

° rI‘:l]icl::rma Standar Prosedur Manual (NSPM) dan Standar

Prosedur Operasi SPO di bidang perumahan;
lisis data bahan perumusan

elaksanakan penyusunan dan ana

Tebijakan tentang lembaga pendukung pembangunan
rumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
E:Iaku perl‘nbangunan perumahan formal dan perumahan

swadaya,

g. melaksanakan
bantuan teknis

penyusunan dan analisis bahan fasilitasi
bidang pembiyaan perumahan;

Isi han

nakan penyusunan dan analisis data ba

" m?’i?aanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma

pe a;‘mar Prosedur Manual (NSPM), serta kebijakan dan strategi
r?;iionai pembangunan baru perumahan formal;
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aa.

bb.

melaksananan

Penyusun isi
Pemban y an dan analisis data bahan perumusan

gunan rusunawa dan rusunami:

Melaks o
perumainakan Penyusunan dan analisis data bahan pembinaan
an formal dan perumahan swadaya,

melak e
Sankan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan

standar . . ’
bencans: Prosedur operasi penanganan pengungsi akibat

melaksanakan

pPenyusunan dan analisis
pelaksanan, S ] data bahan

penerimaan bantuan perumahan:

melaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan penetapan
harga sewa ruman:

melaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan
DEIaksanaarj Pembangunan rumah susun untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus:
melaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan
Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan dan
Pencegahan permukiman kumuh;

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan
hukum mengenai perumahan;

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta
penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan di bidang pembangunan rumah susun untuk
masyarakat berpenghasilan rendah:

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba),
Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), permukiman kumuh, dan
pembangunan kawasan:;

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penetapan peraturan daerah mengenai pembangunan Kawasan
Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) dan
pembangunan kawasan;

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan
peraturan daerah mengenai penanggulangan permukiman
kumuh;

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
melaksanakan penyusunan dan analisis daga bahan perumusan
pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan
rusunawa, .
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
di bidang pembangunan dan pembinaan rumah;

melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan
dan pembinaan rumah:; ‘ .
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; N .
melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pembinaan
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang pembangunan dan pembinaan rumah;
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(2)

©C melaksanakan ketatausahaan o ordang pembangunan dan
pembinaan rumah

0d melaksanakan monitonng, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Program kerja dan tugas di bidang pembangunan dan
pembinaan rumah dan

ee melaksanakan

: tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya

Pasal 10

Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai tugas pokok
Mmelaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan

tugas operasional dan administratif di bidang pengembangan
fasilitas umum

Dalam melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai fungsi

8 penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja di bidang pengembangan fasilitas
umum, dan

b p_elaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pengembangan fasilitas umum

Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyal rincian tugas
sebagai berikut -

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang
pengembangan fasilitas umum:

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang pengembangan fasilitas umum:

¢ melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang pengembangan fasilitas umum:

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang
pengembangan fasilitas umum;

e melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan

penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM)
pengembangan fasilitas umum:

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian
rekomendasi penyerahan lahan tempat pemakaman umum:

g melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
pedoman dan manual perencanaan dan pembangunan
pertamanan dan pemakaman,

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas
umum sebagai stimulan di Rumah Sangat Sederhana (RSH),
Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus):

|  melaksanakan  penyusunan pedoman dan  manual
perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana
Sarana Utilitas (PSU), fasilitas umum dan fasilitas sosial’

j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan
pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan'
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(1)

(2)

(3)

k. Melaksanaka

N Penyusunan dan analisis data bahan perumusan

Kebijakan  pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
bantuan pusat:

Melaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan pembinaan
Pengembangan fasilitas umum;,

m. g‘_ielaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
| bidang Pengembangan dan fasilitas umum;

melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
Pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan
fasilitas umum:

©. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

P. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan fasilitas umum

Q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi dij
bidang Pengembangan fasilitas umum:

r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan fasilitas
umum;

§. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pel_a.ksanaan Program kerja dan tugas di bidang pengembangan
fasilitas umum; dan

t. meiak_sanakan tugas lain sesuaj dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas pokok
mel_&_uksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan

tugas operasional dan administratif di bidang pengembangan
kawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja di bidang pengembangan kawasan: dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pengembangan kawasan.

Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang
pengembangan kawasan;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang pengembangan kawasan;

c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang pengembangan kawasan;

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang
pengembangan kawasan;

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Pemukiman Daerah (RP4D-Kabupaten);
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an n .
kebijakan " dan analisis data bahan perumusan

den strategi pengembangan kawasan
khusus: san skala besar dan pengembangan skala
melaksanakan
Pembinaan dan

: ::‘;laksanakan Penyusunan dan analisis data bahan perumusan

ljakan mengenai keterpaduan prasarana kawasan dan
keserasian kawasan:
;‘nﬁlaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan pembinaan
eknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan berskala besar dan kawasan khusus,
melaksanakan monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan
Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
skala besar dan skala khusus;

. melaksanakan monitoring dan  evaluasi
penyelenggaraan
keterpaduan kesejahteraan kawasan:

melaksanqkan Peényusunan bahan dan analisis data bahan
penggndahan pelaksanaan keterpaduan/keserasian kawasan
dan lingkungan hunian berimbang;

- Meélaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan

pedoman teknis pengawasan di bidang pengembangan
kawasan;

Penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
penyelenggaraan pengembangan kawasan

. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun (Kasibz) atau

Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), pembangunan permukiman

kumuh, dan pembangunan kawasan:

- melaksanakan penyusunan bahan dan analisis datz bzhan

pérumusan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional

dalam pembangunan kawasan Siap Bangun (Kasibz) dan

Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), permukiman kumuh.

pembangunan kawasan:

. melaksanakan penyusunan dan analisis data teknik

pembangunan kawasan Siapa Bangun (Kasiba), Lingkungan

Siap Bangun (Lisiba), permukiman kumuh, dan pembangunan

kawasan;

. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama

di bidang pengembangan kawasan:;

melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan

kawasan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

melaksanakan tugas operasional teknis dan admmnistratif

pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan:

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasiitasi di

bidang pengembangan kawasan,

melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan

kawasan,

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program kerja dan tugas di bidang pengembangan kawasan:

dan

_ melaksanakan tugas lain sesua dengan tugas pokok dan
fungsinya.
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(1)

(2)

(4)

. Bagian Kelima
Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman

Pasal 12

Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas
DD“QR melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan
teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan
pengﬂﬂdalian administrasi teknis di bidang prasarana lingkungan
Pemukiman

Dalam melaksan

. akan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat
(1), Bidang Prasa

rana Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi

8. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
Pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;

b. pengkajian bahan rencana program keria di bidang
pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;

C. pengbfajian bahan bimbingan teknis di bidang pembangunan,
pembinaan teknik dan persampahan; dan

d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang pembangunan,
pembinaan teknik dan persampahan.

Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di
bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan:

b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di
bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;

C. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang
pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;

d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang
pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan:

e melaksanakan pengendalian  administrasi dan teknis
pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang
pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;

f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang
pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan;

9. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan,
pembinaan teknik dan persampahan:

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

i.  melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan:

J. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang
pembangunan, pembinaan teknik dan persampahan:

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja dan tugas di bidang pembangunan, pembinaan
teknik dan persampahan; dan

| melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman terdiri atas

a. Seksi Pembangunan,;

b. Seksi Pembinaan Teknik; dan

c. Seksi Persampahan.
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(1)

Pasal 13

Seksi P embangunan meémpunyal tugas pokok melaksanakan
Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
réncana  program kera serta pelaksanaan urusan tugas
Operasional dan administratif di bidang pembangunan.

Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

8. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja di bidang pembangunan; dan

b pglgksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pPémbangunan.

Seksi Pembangunan Mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

8 melaksanakan Pe&nyusunan rencana program kerja di bidang
pembangunan:

b. melaksanakan Peényusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang pembangunan:

C. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang pembangunan:

d. melaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah RPJM i bidang
pembangunan prasarana lingkungan pemukiman:

€. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
Peényusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
Prasarana kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap
Bangun (Lisiba), permukiman kumuh, dan pembangunan
kawasan pengembangan air minum, air limbah dan drainase;

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penetapan peraturan daerah mengenai prasarana Kawasan
Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) dan
pembangunan kawasan:

g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan
izin lokasi prasarana Kasiba/Lisiba;

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan
peraturan daerah mengenai penanggulangan prasarana
permukiman kumuh;

I. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penyelenggaraan penanganan prasarana kawasan kumuh
perkotaan;

J. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
pengelolaan air minum,;

K. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
pengelolaan air limbah;

| melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kerjasama swasta, masyarakat tingkat ‘ nasional dalam
pembangunan prasarana kawasan Kasiba dan Lisiba,
permukiman kumuh, pembangunan kawasan pengembangan
air minum dan air limbah;

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan
rencana detail design system drainase lingkungan:;
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(2)

(3)

n.
?eerlf:l?ianakan penyusunan dan analisis data bahan
an  pedoman tekni " bidan
Pembangunan, eknis  pengawasan di  bidang
0

m::aksanakan Pengawasan dan pegendalian atas pelaksanaan
ma Standar Prosedur Kriteria (NSPK):
4 ?Berjfkf)a”aka” Penyusunan telaahan staf sebagai bahan
'mbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan:
9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

; meilaksanakan 'ugas operasional teknis dan administratif
Pelaksanaan kebijakan dj bidang pembangunan:

S Melaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang pembangunan:

melaksanakan ketatausahaan

u. melaksanakan
pelaksanaan prog
dan

V. melaksanakan

fungsinya.

di bidang pembangunan:

monitoring, evaluasi, dan pelaporan
ram kerja dan tugas di bidang pembangunan;

tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

Pasal 14

Seksi Pembinaan Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan
Peényusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan

rencan_a program kerja serta pelaksanaan urusan tugas
operasional dan administratif di bidang pembinaan teknik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pembinaan Teknik mempunyai fungsi

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja di bidang pembinaan teknik;dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pembinaan teknik.

Seksi Pembinaan Teknik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang
pembinaan teknik

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang pembinaan teknik

c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang pembinaan teknik;

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
peningkatan kapasitas teknis dan manajemen air minum:

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bantuan
teknis pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok
masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air
limbah dan air minum;

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
pedoman teknis pengawasan di bidang pembinaan teknik

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan SPM air minum dan air limbah:

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan

peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara
drainase dan pematusan genangan:
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(1)

(3)

. melak
elaksanakan penyusunan dan analisis data bahan

e i ionalisasi '
penyelesalan masalah operasionalisasi system drainase dan
Penangqgulangan banjir;

I melaksanakan penyusunan dan analisis data teknik

Elemr:a?ng;gan ka;)wasan prasarana Kasiba, Lisiba, permukiman

~imun, pembangunan kawasan ir mi

air limbah dan drainagse; pengembangan air minum,

K.
n':lakksanakan pengawasan dan pengendalian atas

f Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);

: g}?}laksanakan Penyusunan dan analisis data bahan kerjasama

I bidang pembinaan teknik:

m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
{Jeekm_r:bangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan

niK;

n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

0. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknik;

pP. rqefaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang pembinaan teknik:

q. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembinaan teknik:

r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembinaan
teknik; dan

s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 15

Seksi Persampahan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas
operasional dan administratif di bidang persampahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Persampahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja di bidang persampahan; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang persampahan.

Seksi Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang

persampahan;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi

di bidang persampahan;

melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di

bidang persampahan;

d. melaksanakan penyusunan pedoman pemantauan pelaksanaan
kebijakan persampahan berdasarkan Norma Standar Prosedur

Kriteria (NSPK) prasarana dan sarana persampahan di
kabupaten mengacu kepada kebijakan nasional dan provinsi;
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan
lembaga penyelenggara pengelolaan sampah;

a.
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(1)

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan

Kebijakan pelayanan perijinan pengelolaan persampahan skala
kabupaten:

g. melgksanakan penyusunan dan analisis data bahan
Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama
Pengembangan prasarana dan sarana persampahan;

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan

Pe€nyusunan rencana induk dan pembiayaan prasarana dan

sarana persampahan:

melaksanakan‘ penyusunan dan analisis data bahan perumusan

‘ pedoman teknis pengawasan di bidang persampahan,

). melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan
Pengembangan prasarana dan sarana persampahan ;

k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan

pelaksanaan bantuan teknis kepada kecamatan dan desa atau
kelurahan serta kelompok masyarakat

melaksanakan pengawasan dan pegendalian atas pelaksanaan
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK):
. melgksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
di bidang persampahan;
n. meigksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang persampahan;
0. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
p. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang persampahan:

q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang persampahan;

melaksanakan ketatausahaan di bidang persampahan;

s. melaksanakan  monitoring, evaluasi, dan  pelaporan
pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang persampahan;
dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang

Pasal 16

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program
kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi
teknis di bidang tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat

(1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang survey,
pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
pemanfaatan dan pengendalian ruang;

b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang survey,
pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
pemanfaatan dan pengendalian ruang;

c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang survey,
pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
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(3)

d.

Pengendalian administrasi  dan teknis di bidang survey,

Pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
Pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Bidang Tata Ruang Meémpunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di

g'dang Survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang,
an pemanfaatan dan pengendalian ruang;

tr;jeiaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di
idang survey, Pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang,
dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;

melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang survey,
Pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
pPemanfaatan dan pengendalian ruang;

melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang survey,
pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
Pemanfaatan dan pengendalian ruang;

melaksanakan pengendalian  administrasi  dan teknis
pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang
survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
pemanfaatan dan pengendalian ruang;

melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang survey,

pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
pemanfaatan dan pengendalian ruang;

melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang survey,
pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
pemanfaatan dan pengendalian ruang;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang survey, pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang,
dan pemanfaatan dan pengendalian ruang;

melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang survey,

pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
pemanfaatan dan pengendalian ruang;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan  pelaporan
pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang survey,
pengukuran dan pemetaan, perencanaan ruang, dan
pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Bidang Tata Ruang terdiri atas :

a.
b.
C.

Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan:
Seksi Perencanaan Ruang; dan
Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.

Pasal 17

Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan
tugas operasional dan administratif di bidang survey, pengukuran
dan pemetaan.
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(2)

(1)

Dalam melaksanaka

ayat (1), Seksi Sy
fungsi :

N tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
rvey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai

@ penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
'éncana program kerja di bidang survey, pengukuran dan
pemetaan: dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang survey, pengukuran dan pemetaan.

Seksi Survey, Pen

sebagai berikut :

3. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang
survey, pengukuran dan pemetaan;

mel_aksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang survey, pengukuran dan pemetaan;

C. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang survey, pengukuran dan pemetaan;

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

€. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rencana
operasioanal kerja seksi survey, pengukuran dan pemetan;

f. melaksanakanan penyusunan dan analisis data bahan
pembinaan fasilitasi survey, pengukuran dan pemetaan,;

g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pendidikan
dan pelatihanan survey, pengukuran dan pemetaan:

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
di bidang survey, pengukuran dan pemetaan:

I melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang survey,
pengukuran dan pemetaan:

j.  melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

k. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran dan
pemetaan;

I. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang survey, pengukuran dan pemetaan;

m. melaksanakan ketatausahaan di bidang survey, pengukuran
dan pemetaan;

n. melaksanakan  monitoring, evaluasi, dan  pelaporan
pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang survey,
pengukuran dan pemetaan; dan

0. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

gukuran dan Pemetaan mempunyai rincian tugas

b.

Pasal 18

Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas
operasional dan administratif di bidang perencanaan ruang.
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(2)

(3)

Dalam
ayat (Hmse;ik_s?:”aka” tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
a Dew‘usuns' ereéncanaan Ruang mempunyai fungsi :
s an dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
i e Program kerja di bidang perencanaan ruang; dan
gi I:;w--?"dsanenaln urusan tugas operasional teknis dan administratif
ang perencanaan ruang.

Seksi Per o
b encanaan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai

a. melaksanakan peny
Perencanaan ruang:

b.
;jelgksanakan Penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
| bidang Perencanaan ruang;

€. gjelaksanakan Penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
idang perencanaan ruang;

d nR"lelaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan rumusan
encana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

e. melaksanaifan_ penyusunan dan analisis data bahan perumusan
Rencana Disain Tata Ruang (RDTR):

f. m_elaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan penetapan
krjteﬂa penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan
wilayah;

g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penyusunan perencanaan tata ruang;

h. melaksanakan peényusunan dan analisis data bahan
pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan
ruang kepada masyarakat:

I. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;

J. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan
detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten (RTRWK):

k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan:

| melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan
Pembangunan  Jangka Menengah (RPJM) program
pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan:

m. melaksanakan perumusan dan analisis data bahan perumusan
kerjasama/kemitraan pengelolaan dan pembangunan sarana
dan prasarana perkotaan dan perdesaan;

n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
pembentukan  lembaga/badan  pengelola pembangunan
perkotaan dan pedesaan;

o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan
pengembangan pekotaan dan perdesaan berdasarkan Norma
Standar Prosedur Manual (NSPM);

p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penelitian
dan pengembangan tata ruang;

q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan
Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL);

Usunan rencana program kerja di bidang
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(2)

- melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

rD:af':gjbanQan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

t. me;laksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ruang;

melaksanakan oenyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang perencanaan ruang;

melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan ruang;

w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan
ruang; dan

X. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas
Pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta
pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang
pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang
mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja di bidang pemanfaatan ruang dan
pengendalian ruang; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang mempunyai

rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang
pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;

c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan pengawasan di bidang pemanfaatan ruang dan
pengendalian ruang;

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
pedoman teknis pengawasan dan pengendalian di bidang
pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;

f melaksanakan pengawasan dan pengendalian rencana
program kerja operasional di bidang pemanfaatan ruang dan
pengendalian ruang;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
kawasan strategis dan kawasan andalan:

h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahan investasi
di kawasan strategis dan kawasan lintas kabupaten:
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(1)

gnaﬁtaksanakan pengawasan dan pengendalian program sektoral

w_larn rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang
"avah dan kawasan strategis kabupaten;

melati:sanakan penga_wasan dan pengendalian pelaksanaan

Df_‘im angunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang

Wilayah dan kawasan strategis kabupaten:

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan

strategis kabupaten:

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan

Zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
kabupaten:

- melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian

zin dan pembatalan izin pemanfaatan ruang kabupaten:

. Melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi Norma Standar

F'lrosedur Kriteria Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
bidang tata ruang;

. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan

pembentulfan lembaga yang bertugas melaksanakan
pengendalian pemanfaatan ruang;

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
pemanfaatan ruang;

. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan

ruang;
melaksanakan pengawasan dan pengendalian Rencana Tata
Bangunan Lingkungan (RTBL);

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
di bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemanfaatan
ruang dan pengendalian ruang;

. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang dan
pengendalian ruang;

. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di

bidang pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
melaksanakan ketatausahaan di bidang pemanfaatan ruang
dan pengendalian ruang,
melaksanakan  monitoring, evaluasi, dan  pelaporan
pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemanfaatan
ruang dan pengendalian ruang; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan

Pasal 20

Bidang Penataan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan
teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan
pengendalian administrasi teknis di bidang penataan dan
pengendalian bangunan.
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(2)

(3)

I(Dalarn melaksanak
1),
fungsi :
a.

Bi an tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat
idang Penataan dan Pengendalian Bangunan mempunyai
Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa
konstruksi:
pengkajian bahan rencana program kerja di bidang
pembanggnan gedung, pengendalian bangunan dan jasa
konstruksi:
pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pembangunan
gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi; dan
pengendalian administrasi dan teknis di bidang pembangunan
gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi.

Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut

a,

Q

n?elaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di
_bldang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan
jasa konstruksi:

melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di
bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan
jasa konstruksi:

melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang
pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa
konstruksi:

melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang
pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa
konstruksi;

melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis
pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang
pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa
konstruksi,

melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang
pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa
konstruksi;

melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan
gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan
jasa konstruksi;

melaksanakan pengendalian ketatausahaan di  bidang
pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan jasa
konstruksi,

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan
gedung, pengendalian bangunan dan jasa konstruksi; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
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(4)

(1)

(2)

Bidang Fenataan dan Pengendalian Bangunan terdiri atas :
a. Seksi Pembangunan Gedung;

b. Seksi Pengendalian Bangunan; dan

C. Seksi Jasa Kontruksi

Pasal 21
Saksi Pembangunan Gedung

kmE:ebI:’:_\I-z;anz-zlkan Penyusunan dan analisis data bahan perumusan
jakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan

tgue%ausnggperasional dan administratif di bidang pembangunan

mempunyai tugas pokok

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pembangunan Gedung mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan anqlisés data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja di bidang pembangunan gedung; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pembangunan gedung.

Seksi Pemban

berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang
pembangunan gedung;

b. melgksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang pembangunan gedung;

c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang pembangunan gedung;

d. melaksanakan pendataan bangunan gedung;

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan
persyaratan dan teknis untuk bangunan adat, semi permanen,
darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi
bencana;

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bangunan
gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah
Kabupaten;

g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan
status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan
dilestarikan berskala lokal,

h. melaksanakan penyusunan dan analis data bahan perumusan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana kebakaran
pemukiman,;

i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
di bidang pembangunan gedung;

j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan
gedung;

k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

|. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan gedung;

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang pembangunan gedung;
n. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan gedung;

gunan Gedung mempunyai rincian tugas sebagai
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(1)

(2)

0. melaksanakan monitoring,  evaluasi, dan  pelaporan

Pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan
gedung; dan

P. melaksanakan ty

: gas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 22

Seksi  Pengendalian Bangunan mempunyai tugas pokok
melgksanakan Pe€nyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan

tugas operasional dan administratif di bidang pengendalian
bangunan.

Dalam melakganakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi -

@. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
réncana program kerja di bidang pengendalian bangunan; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pengendalian bangunan.

Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai rincian tugas sebagai
erikut

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang
pengendalian pembangunan:

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang pengendalian pembangunan;

C. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang pengendalian pembangunan:

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
pedoman teknis pengawasan di bidang pengendalian
pembangunan;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis
penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penertiban
pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan
gedung;

g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penertiban
pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya yang
dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung;

i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
di bidang pengendalian pembangunan;

j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian
pembangunan;

k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

|. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan:;

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang pengendalian pembangunan;

n. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian
pembangunan;
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(3)

0. melaksanakan monitoring,  evaluasi, dan  pelaporan
pelaksanaan Program kerja dan tugas di bidang pengendalian
Pembangunan: dan

p. melakgsanakan lugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 23

Seksi Jasa Kontruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan
Pe€nyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
féncana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas
Operasional dan administratif di bidang jasa kontruksi.

Dalam melakganakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Jasa Kontruksi mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja di bidang jasa kontruksi; dan

b. pgla_ksane!an urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang jasa kontruksi.

Seksi Jasa Kontruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang
Jasa kontruksi:

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang jasa kontruksi:

€. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di
bidang jasa kontruksi:

d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan:

e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
pengembangan sistem informasi jasa konstruksi:

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penelitian
dan pengembangan jasa konstruksi:

g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi:

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
peningkatan teknologi jasa konstruksi;

I.  melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelatihan,
bimbingan teknis dan penyuluhan;

J. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;

k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
pedoman teknis pengawasan kawasan di bidang jasa
konstruksi,

|. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk
terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi:

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung dan lingkungannya;

n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
di bidang jasa konstruksi;

o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang jasa kontruksi:

p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
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q. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif

pelaksanaan kebijakan di bidang jasa kontruksi;

r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
bidang jasa kontruksi,

s. melaksanakan ketatausahaan di bidang jasa kontruksi:

fasilitasi di

t. melaksanakan  monitoring,  evaluasi, dan  pelaporan
pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang jasa kontruks,
; dan
u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
' fungsinya.
BAB Il

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 September 2009

BUPATI BANDUNG BARAT

Diundangkan di Bandung Barat
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